
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  

NOMOR : 01.a/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN 

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  

Pengendalian  Intem  Pemerintah  di Lingkungan  Sekretariat  Jenderal    

Komisi  Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota, perlu  

membentuk Satuan Tugas Penyelenggara   Sistem   Pengendalian   Intem 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan  Umum Kabupaten  Lombok 

Timur. 

  Untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Satuan Tugas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Lombok Timur nomor 

01.a/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggara Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan   Umum  Kabupaten  Lombok Timur.  

  Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten  Lombok Timur adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Tahun   2003 Nomor 47,   

Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor     1            Tahun     2004     tentang 

Perbendaharaan Negara        (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun  2004 Nomor 5,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 6,   

Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5494); 

d. Undang-Undang Nomor  7   Tahun   2017  tentang Pemilihan Umum  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran  Negara Republk Indonesia Nomor 6109); 
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intem Pemerintah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 

4890); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran  Negara Republik Indonesia   

Tahun    2010   Nomor   74,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

g. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan,  

Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,  dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 196); 

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intemal Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi,  dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019  Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa  kali   diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019  

tentang  Tata  Kerja Komisi Pemilihan  Umum,  Komisi Pemilihan  

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota   

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  14  Tahun  2020 tentang 

Tugas,  Fungsi,  Susunan Organisasi, dan Tata  Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236); 

k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 

2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 



3 

 

 

 
 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 

Nomor 01.a/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tertuang penetapan 

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. 

 

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini 

berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

- Lampiran 


